
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari Korupsi, 
Kolusi dan Ncpotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1995 tencang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraruran Daerah 
Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN BUPATl JEPARA 
NOMOR 40 TAHUN 2017 

BUPATJ JEPARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 



· I t I ~ 

KF ••LA Sl(t10 MEPAll ",,;,o• 1 
Pe-:Gt ISUl ~,u 2 

10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kaJi diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pernerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraruran Gaji Pegawai Negeri Sipil. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
123); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Ondang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 130, Tambaban Lembaran Negara 
Republik [ndonesia Nomor 5049); 

lentang 
Republik 

Lernbaran 

5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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14. Peraruran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namer 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Namer 24 Tahun 2004 tenrang 
Keduduka:n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan.Perwak:ilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Namer 90, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Namer 4416), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Namer 47, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Namer 4712); 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Namer 48, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Namer 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraruran 
Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Pera tu ran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Namer 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Namer 4575); 

18. Peraturaa Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangaa Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Namer 
110, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

19. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahaa Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 
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21. Peraruran Pemerintab Nomor 8 Tabun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kincrja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pembcrian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Lndonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5219); 

25. Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

27. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5887]; 

28. Peraruran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenta.ng 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pcngadaan 
Barang / Jasa Pemerintab sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 5); 



31. Pera tu ran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraruran 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
cclah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Peraturan Menter] 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah; 

35. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerab (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

36. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketlga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokck Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara _Nomor _ 
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2006 tentang Pokok-pokok ?=gclol.aan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, 
Tambaban Lembaran DaerahKabuparcn Jepara Nomor 10); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 
te.ntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab 
Kabupaten .Jepara Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9); 

40. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 15 Tabun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambaban 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerab 
(Lernbaran Daerah Kabupatcn Jc.para Tahun 2012 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 11); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tabun 2016 Nomor 18); 

44. Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 
ccntang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerab 
Kabupaten .Jepara Tabun 2017 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Noroor 6); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
KabupatenJcpara Tahun 2017 Nomor 11); 

46. Peraruran Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 73), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 
2017 tentang Perubaban Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 
Namer 22); 
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Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l dirinci Ieblh 
lanjut pada Lampiran l, Lampiran II, Lampiran ill dan Lampiran IV Peraturan ini. 

PasaJ 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran sctelah Perubahan Rp. 204.691.692.000,- 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1). Semula Rp. 281.400.000.000,- 
2). Berkurang (Rp. 57.458.308.000,-) 
Surplus setelah Perubahan Rp. 223.941.692.000,- 

b. Pengeluaran 

1). Semula Rp. 17. 750.000.000,- 
2). Bertarnbah Rp. 1.500.000.000,- 
Jumlah Pengeluaran setelab Perubahan Rp. 19.250.000.000,- 

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.363.441.447.000,- 

2. Belanja 
a, Semula Rp. 2.230.152.024.000,- 
b. Bertambah Rp. 133.289.423.000,- 

Rp. 2.158.749. 755.000,- Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

Rp. J .966.502.024.000,­ 
Rp. 192.247.731.000,- 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah 
Rp. 2.230.152.024.000,- bertambah sejumlah Rp. 133.289.423.000,- sehlngga 
menjadi Rp. 2.363.441.447.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATl TENTANO PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
JEPARA TAHUN ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHtJN 2017 NOMOR 40 

SEKRETARlS DAERAR 
KABtJPATEN JEPARA 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 26 September 2017 

Ditctapkan dl .Jepara 
pada tanggal 28 September 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 


